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Hiwalah; MSME; Sharia  Mijcro, Small, and Medium Enterprises (MSMESs) occupy a strategic
Cooperative; Receivables position in Indonesia's economic structure, yet the financing they
Transfer obtain is frequently accompanied by considerable default risk,

particularly within sharia microfinance institutions and sharia
cooperatives that serve as the primary source of capital for lower- and
middle-tier business actors. This condition calls for a risk mitigation
instrument that is not only commercially effective but also compliant
with sharia principles, given that conventional collection approaches
often conflict with muamalah ethics. This paper aims to formulate a
conceptual model of receivables transfer based on the hiwalah al-haq
contract as an instrument for mitigating MSME default risk within
sharia cooperatives. The method employed is qualitative, using a
literature study approach that examines the foundations of figh
muamalah, fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulama
Council (DSN-MUI), and contemporary practices of the hiwalah
contract in sharia financial institutions. The findings indicate that
hiwalah al-haq can be adapted into a model for transferring collection
rights from MSMEs facing payment difficulties to sharia cooperatives
acting as muhal 'alaih, which then carry out collection professionally
in exchange for a fixed ujrah, thereby avoiding riba and gharar
practices commonly found in conventional factoring schemes. This
model simultaneously realizes maqashid al-sharia in the form of
property protection (hifdz al-mal) without compromising the dignity
of debtors experiencing hardship.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis
dalam struktur perekonomian Indonesia. Namun, akses pembiayaan
yang mereka peroleh kerap diikuti oleh risiko gagal bayar yang tidak
kecil, terutama pada lembaga keuangan mikro syariah maupun
koperasi syariah yang menjadi tumpuan permodalan bagi pelaku usaha
kelas menengah ke bawah. Persoalan ini menuntut hadirnya instrumen
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mitigasi risiko yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga sesuai
dengan prinsip syariah, mengingat pendekatan penagihan
konvensional kerap bertentangan dengan etika muamalah. Tulisan ini
bertujuan merumuskan model konseptual pengalihan piutang berbasis
akad hiwalah al-haq sebagai instrumen mitigasi gagal bayar UMKM di
koperasi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan studi kepustakaan, dengan menelaah landasan fikih
muamalah, fatwa DSN-MUI, serta praktik kontemporer akad hiwalah di
lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hiwalah
al-haq dapat diadaptasi menjadi model pengalihan hak tagih dari
UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran kepada koperasi
syariah selaku muhal ‘alaih, yang kemudian melakukan penagihan
secara profesional dengan imbalan ujrah tetap, sehingga
menghindarkan praktik ribawi maupun gharar yang lazim muncul
dalam skema factoring konvensional. Model ini sekaligus
merealisasikan maqashid syariah dalam bentuk perlindungan harta
(hifdz al-mal) tanpa mengorbankan martabat debitur yang sedang
mengalami kesulitan.

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah lama diakui sebagai tulang punggung
perekonomian Indonesia, tidak hanya karena kontribusinya terhadap Produk Domestik
Bruto, melainkan juga karena daya tahannya menghadapi guncangan krisis yang berulang
kali melanda negeri ini (Muheramtohadi, 2017). Lembaga keuangan syariah, baik dalam
wujud bank maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, menempati posisi
penting dalam menopang permodalan sektor ini, karena kemampuannya menjangkau
pelaku usaha mikro yang sering kali tidak tersentuh oleh perbankan konvensional.

Akan tetapi, di balik peran strategis tersebut, pembiayaan yang disalurkan kepada
UMKM tidaklepas dari bayang-bayang risiko gagal bayar, sebuah kenyataanyang tercermin
dari fluktuasi angka Non-Performing Financing pada berbagai koperasi jasa keuangan
syariah maupun Baitul Maal wa Tamwil di berbagai daerah (Nurhasanah & Mz, 2025).
Persoalan gagal bayar ini menjadi rumit ketika dihadapkan pada keterbatasan instrumen
mitigasi yang selaras dengan prinsip syariah.

Pendekatan konvensional seperti penggunaan jasa debt collector kerap menabrak
etika dan prinsip moral yang dijunjung dalam muamalah Islam, sementara di sisi lain
koperasi syariah tetap membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menyelamatkan
likuiditasnya tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (Suwardi & Agung, 2025). Dalam
konteks inilah wacana mengenai hiwalah, sebuah akad klasik dalam fikih muamalah yang
mengatur pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain, menjadi relevan
untuk digali kembali dan diadaptasi menjadi instrumen kontemporer.

Hiwalah, secara istilah, dipahami sebagai pemindahan kewajiban membayar utang
dari pihak yang berutang (mubhil) kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya (muhal
‘alaih), dengan tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni muhil, muhal, dan muhal ‘alaih
(Putri et al, 2024). Dalam sejarah perkembangannya, akad ini telah bertransformasi dari
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praktik klasik menjadi instrumen keuangan modern yang diterapkan dalam berbagai
layanan perbankan syariah, mulai dari factoring, post-dated check, hingga bill discounting.
Pertanyaannya kemudian, dapatkah prinsip hiwalah ini diperluas penerapannya
bukan sekadar sebagai layanan pengalihan utang antarlembaga keuangan, melainkan
sebagai instrumen mitigasi risiko gagal bayar UMKM pada level koperasi syariah, di mana
koperasi berperan mengambil alih hak tagih piutang yang macet untuk kemudian dikelola
secara lebih profesional dan manusiawi? Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut,
tulisan ini disusun untuk merumuskan model konseptual pengalihan piutang berbasis akad
hiwalah al-haq sebagai instrumen mitigasi gagal bayar UMKM di koperasi syariah.

METHOD

Penelitian ini dikonstruksi secara metodologis menggunakan desain penelitian
kualitatif murni dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pilihan
pendekatan ini ditetapkan secara sengaja mengingat penelusuran terhadap model
konseptual pengalihan piutang memerlukan telaah filosofis dan yurisprudensi yang
mendalam terhadap literatur fikih muamalah klasik, sekaligus membedah bagaimana
prinsip tersebut bertransformasi menjadi instrumen keuangan kontemporer.

Tanpa melibatkan intervensi atau interaksi data lapangan secara langsung, desain ini
memberikan ruang analitis yang luas bagi peneliti untuk mengelaborasi fleksibilitas
konseptual hiwalah, serta memosisikannya sebagai kerangka solusi atas kerentanan
struktural yang dialami lembaga keuangan syariah mikro dalam menghadapi risiko
pembiayaan (Ali, 2025). Sumber data dalam investigasi akademik ini diklasifikasikan ke
dalam dua pilar utama secara hierarkis, yakni pilar primer dan pilar sekunder.

Pilar data primer digali secara presisi dari landasan otoritatif berupa fatwa-fatwa
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), secara khusus yang
meregulasiihwal hawalah, pengalihan utang, dan hawalah bil ujrah (Fikriadi & Umur, 2024)
. Sementara itu, fondasi data sekunder disintesis dari berbagai literatur jurnal mutakhir,
naskah akademik, serta manuskrip penelitian terdahulu yang secara spesifik mengurai
anatomi hiwalah pada tataran empiris, tata kelola manajemen risiko pembiayaan syariah,
hingga diskursus mengenai mitigasi rasio pembiayaan bermasalah di sektor UMKM.

Proses pengumpulan data dioperasionalkan melalui mekanisme dokumentasi dan
kurasi literatur yang sistematis. Seluruh kepingan informasi dan data yang terjaring tidak
serta-merta diresepsi secara mentah, melainkan direduksi secara berlapis guna menyaring
narasi-narasi periferal, sehingga menyisakan esensi data yang paling relevan dengan inti
problematika (Nurhuda, 2026). Reduksi ini berfungsi sebagai filter akademik untuk
memastikan bahwa setiap literatur yang diekstraksi benar-benar berfokus pada
persinggungan antara etika muamalah, strategi mitigasi gagal bayar yang manusiawi, dan
urgensi kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam tubuh koperasi syariah.

Pada etape pungkasan, gugusan data yang telah tereduksi kemudian dibedah
menggunakan pisau analisis deskriptif-kualitatif. Melalui metode analisis ini, peneliti
merajut benang merah dari seluruh serpihan literatur dan dalil fatwa untuk menghasilkan
sintesis yang utuh. Proses deskriptif-analitis ini tidak berhenti pada pemaparan naratif
mengenai fenomena gagal bayar, melainkan secara aktif merumuskan dan menyimpulkan

103



Hiwalah sebagai Instrumen Mitigasi Gagal Bayar ...

formulasi model pengalihan hak tagih (hiwalah al-haq) yang mengkolaborasikan efektivitas
komersial dan keluhuran etika syariah, sehingga mampu menjawab kebingungan
konseptual dalam lembaga keuangan secara komprehensif.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian dan Landasan Hukum Hiwalah

Kata hiwalah, atau dalam sebagian literatur ditulis hawalah, berasal dari akar kata
yang dalam bahasa Arab bermakna perpindahan atau pengalihan. Secara istilah fikih,
hiwalah dimaknai sebagai pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang
berutang kepada orang lain yang menanggungnya, sehingga tanggung jawab pelunasan
beralih sepenuhnya kepada pihak penerima pengalihan.

Konsep ini melibatkan tiga pihak sekaligus: muhil sebagai debitur pertama yang
mengalihkanutangnya, muhal sebagai kreditur yang piutangnya dialihkan, dan muhal ‘alaih
sebagai pihak yang menerima pengalihan dan berkewajiban melunasi (Hartanto &
Suparyanto, 2023). Dalam praktiknya, hiwalah dikenal dalam dua bentuk utama, yakni
hiwalah muqayyadah yang terikat pada objek tertentu dan hiwalah mutlagah yang tidak
terikatpada objek spesifik, keduanya memiliki karakteristik penerapanyangberbeda dalam
dunia perbankan syariah.

Perbedaan antara kedua jenis hiwalah tersebut sesungguhnya bukan sekadar
persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut sejauh mana keterkaitan pengalihan
itu dengan sumber pelunasan yang spesifik. Pada hiwalah muqayyadah, pengalihan utang
dikaitkan langsung dengan piutang tertentu milik muhal ‘alaih kepada muhil, sehingga
pelunasannya bersifat lebih terjamin karena ada objek yang jelas menjadi rujukan.

Sebaliknya, hiwalah mutlagah tidak mensyaratkan keterkaitan semacam itu, sehingga
muhal ‘alaih menanggung kewajiban pelunasan murni berdasarkan kesediaannya
menerima pengalihan, tanpa disandarkan pada piutang spesifik yang dimilikinya terhadap
mubhil (Pramudya & Sukmaningrum, 2020). Perbedaan karakter ini penting dipahami sejak
awal, sebab akan menentukantingkatkehati-hatianyangharus diterapkan koperasisyariah
ketika merancang skema pengalihan piutang UMKM, mengingat hiwalah mutlaqah secara
inheren membawa risiko yang lebih tinggi bagi pihak penerima pengalihan.

Dari sisi rukun, hiwalah baru dianggap sah apabila memenuhi unsur sighat (ijab dan
kabul), keberadaan muhil, muhal, dan muhal ‘alaih yang cakap secara hukum, serta objek
utang atau piutang (mahal) yang jelas nilai dan jangka waktunya. Kejelasan rukun ini
menjadi penting justru karena hiwalah menyangkut perpindahan tanggung jawab finansial
antar pihak, sehingga ambiguitas pada salah satu unsurnya berpotensi menimbulkan
sengketa di kemudian hari.

Persyaratan bahwa ketiga pihak harus memberikan persetujuan secara eksplisit,
bukan hanya persetujuan sepihak dari muhil dan muhal ‘alaih, juga menjadi penekanan
penting dalam literatur fikih kontemporer, karena hiwalah pada dasarnya mengubah relasi
hukum kreditur-debitur yang sebelumnya sudah terbentuk.

Landasan hukum penerapan hiwalah dalam konteks keuangan syariah Indonesia
terutama bersandar pada Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV /2000 tentang Hawalah
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dan Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah, yang kemudian
diperkuat oleh Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengalihan utang.

Melalui fatwa-fatwa tersebut, karakter hiwalah yang semula bersifat tabarru’ atau
tolong-menolong tanpa imbalan, dapat bertransformasi menjadi akad mu’awadhah yang
memperbolehkan lembaga keuangan mengenakan ujrah atau biaya jasa atas pengalihan
piutang yang dilakukan, selama besarannya ditetapkan secara nominal tetap di awal dan
tidak dikaitkan dengan persentase yang berpotensi menimbulkan gharar. Ketentuan inilah
yang membedakan hiwalah bil ujrah dari praktik jual beli utang berbasis bunga
sebagaimana lazim ditemukan pada skema pembiayaan konvensional.

Sepanjang perjalanannya, hiwalah juga mengalami evolusi fungsi yang cukup jauh dari
bentuk klasiknya (Hidayati et al., 2025). Jika pada mulanya akad ini hanya dipahami sebagai
mekanisme tolong-menolong antarindividu dalam melunasi utang, kini hiwalah telah
diadaptasi menjadi instrumen keuangan modern yang mendasari berbagai produk
perbankan syariah, mulai dari kartu pembiayaan, layanan factoring, post-date check,hingga
bill discounting.

Evolusi fungsional ini menunjukkan bahwa hiwalah memiliki fleksibilitas konseptual
yang cukup untuk terus diadaptasi menjawab kebutuhan zaman, termasuk kebutuhan yang
menjadi fokus tulisan ini, yakni sebagai instrumen mitigasi gagal bayar pada level koperasi
syariah yang menaungi UMKM.

Problematika Gagal Bayar UMKM dan Kebutuhan Instrumen Mitigasi Berbasis
Syariah

Risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah merupakan tantangan struktural
yang melekat pada hampir seluruh lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan
pembiayaan kepada UMKM. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
misalnya, secara reguler menghadapi berbagai jenis risiko mulai dari risiko strategis, risiko
pembiayaan, risiko finansial, hingga risiko operasional, di manarisiko pembiayaan tercatat
sebagai risiko yang paling sering dijumpai dalam praktik sehari-hari.

Untuk menghadapinya, koperasi syariah umumnya menempuh serangkaian tahapan
mulai dari analisis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) pada tahap
awal pembiayaan, pengawasan berkelanjutan oleh Account Officer, hingga kebijakan
restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran (Ferdiana, 2024).
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan pola kerja sama pembiayaan
yang melibatkan lebih dari satulembaga, seperti kerja sama antara bank syariah dan Baitul
Maal wa Tamwil dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah UMKM.

Dalam skema semacam ini, penentuan pihak yang menanggung risiko finansial
menjadi krusial, di mana pada akad mudharabah muqayyadah misalnya, bank syariah
selaku shahibul maal yang berkedudukan sebagai pemilik modal menjadi pihak yang
menanggung risiko kerugian,sementara BMT dan nasabah berperan sebagai pengelola dana
(Shomad, 2017). Struktur pembagian risiko semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan
gagal bayar bukan sekadar urusan bilateral antara koperasi dan nasabah, melainkan dapat
melibatkan rantai tanggung jawab yang lebih panjang, sehingga instrumen mitigasi yang
dirancang perlu memperhitungkan kompleksitas relasi tersebut.
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Pengalaman krisis, khususnya pada masa pandemi Covid-19, turut memperlihatkan
bahwalembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah kerap merespons persoalan gagal
bayar UMKM dengan berbagai terobosan kebijakan, mulai dari program pinjaman tanpa
bunga dan tanpa agunan yang disesuaikan dengan prinsip maqashid syariah, hingga skema
pembiayaan berbasis dana sosial seperti Bank Infaq yang secara khusus dirancang untuk
menekan risiko kemacetan pembiayaan modal usaha UMKM terdampak Kkrisis.

Kebijakan-kebijakan darurat semacam ini, meski efektif meredam gejolak jangka
pendek, pada dasarnya bersifat situasional dan belum tentu dapat diandalkan sebagai
instrumen mitigasi risiko yang melembaga secara permanen dalam operasional koperasi
syariah sehari-hari (Ghofur et al,, 2024). Meskipun langkah-langkah mitigasi konvensional
seperti 5C dan restrukturisasi telah lama diterapkan, instrumen tersebut sering kali baru
bersifat responsif ketika pembiayaan telah benar-benar macet, sementara upaya yang
secara eksplisit dirancang untuk memindahkan beban penagihan kepada pihak lain yang
lebih mampu, tanpa melanggar etika syariah, belum banyak dikembangkan secara
sistematis di tingkat koperasi.

Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian tentang Baitul Maal wa Tamwil,
keberhasilan menekan rasio pembiayaan bermasalah kerap kali justru lahir dari
pendekatan preventif yang mengintegrasikan aspek edukasi dan tata kelola risiko sejak
awal proses pembiayaan, bukan semata mengandalkan tindakan represif setelah nasabah
dinyatakangagal bayar (Kurniawati et al., 2025). Kesenjangan antara kebutuhanmitigasiyang
bersifat preventif-struktural dengan ketersediaan instrumen yang benar-benar sesuai
syariah inilah yang membuka ruang bagi hiwalah al-haq untuk diposisikan bukan sekadar
sebagai solusi darurat sebagaimana program-program masa krisis di atas, melainkan
sebagai bagian integral dari kerangka manajemen risiko koperasi syariah yang berjalan
secara reguler.

Dengan kata lain, alih-alih menunggu terjadinya krisis eksternal untuk merancang
skema penyelamatan pembiayaan, koperasi syariah dapat sejak awal mengintegrasikan
opsi pengalihan piutang berbasis hiwalah sebagai salah satu jalur mitigasi standar yang
tersedia begitu indikasi kesulitan pembayaran mulai muncul pada nasabah UMKM.

Model Hiwalah al-Haq sebagai Instrumen Pengalihan Piutang di Koperasi Syariah

Konsep hiwalah al-haq, yakni pengalihan hak tagih piutang, membuka peluang bagi
koperasi syariah untuk memposisikan dirinya sebagai muhal ‘alaih yang menerima
pengalihan hak menagih dari UMKM yang piutangnya kepada pihak ketiga mengalami
kemacetan,atausebaliknya, sebagai pihakyang mengambil alih penagihan atas pembiayaan
bermasalah yang disalurkannya sendiri kepada nasabah UMKM.

Model hibrida yang menggabungkan hiwalah al-haq dengan akad wakalah bil ujrah
dan ijarah, sebagaimana dirumuskan dalam kajian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah, menawarkan kerangka yang dapat diadaptasi: koperasi bertindak sebagai
penerima pengalihan hak tagih sekaligus sebagai wakil yang diberi kuasa untuk melakukan
penagihan secara profesionaldan persuasif, dengan memperoleh imbalan jasa berupa ujrah
yang ditetapkan tetap di muka.
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Dua peran yang melekat pada koperasi dalam model ini, yaitu sebagai muhal ‘alaih di
satu sisi dan sebagai wakil penagih di sisi lain, perlu dipahami secara terpisah agar tidak
menimbulkan kerancuan akad (Islamiyah et al, 2025). Sebagai muhal ‘alaih, koperasi
menanggung kewajiban hukum untuk melunasi piutang yang telah dialihkan kepadanya,
sehingga secara prinsip ia menjadi pemilik baru atas hak tagih tersebut.

Namun ketikakoperasi kemudian menjalankan fungsi penagihan sebagairepresentasi
dari kesepakatan wakalah bil ujrah, imbalan yang diterimanya bukan lagi bagian dari
struktur hiwalah itu sendiri,melainkan kompensasiatasjasa pengelolaan yang terpisah dan
harus ditetapkan secara nominal tetap, bukan proporsional terhadap jumlah yang berhasil
ditagih. Pemisahan konseptual semacam ini penting agar model yang dibangun tidak justru
terjerumus pada praktik yang menyerupai riba maupun gharar dalam kedok akad syariah.

Pendekatan ini memiliki keunggulan mendasar dibandingkan skema factoring
konvensional maupun penggunaan jasa penagih utang pihak ketiga yang kerap
mengabaikan aspek kemanusiaan (Erba et al,, 2022). Ketika penagihan didasarkan pada
ujrah bernilai tetap dan bukan pada persentase dari jumlah yang berhasil ditagih, koperasi
tidak memiliki insentif untuk menekan debitur secara berlebihan demi memaksimalkan
pendapatan, sebagaimana lazim terjadi pada praktik debt collector berbasis komisi.

Di sisi lain, karena posisi koperasi sebagai muhal ‘alaih menuntutnya menanggung
tanggung jawab pelunasan begitu pengalihan disepakati, mekanisme ini secara alami
mendorong koperasi menerapkan kehati-hatian sejak proses penilaian pembiayaan awal,
sehingga fungsi mitigasirisiko sesungguhnya telah bekerja jauh sebelum gagal bayar benar-
benar terjadi.

Dalam praktiknya, model ini dapat dirancang melalui beberapa tahapan: pertama,
identifikasi pembiayaan UMKM yang menunjukkan indikasi kesulitan pembayaran namun
masihmemiliki prospek usahayanglayak dipertahankan; kedua, penawaran skemahiwalah
al-haq kepada nasabah, di mana koperasi mengambil alih pengelolaan piutang dengan
kesepakatan restrukturisasi jangka waktu maupun nilai cicilan yang lebih realistis; ketiga,
penerapan akad wakalah bil ujrah bagi tim internal koperasi yang melakukan
pendampingan dan penagihan, dengan ujrah yang telah disepakati di awal; dan keempat,
evaluasi berkala terhadap perkembangan pembiayaan yang telah dialihkan tersebut.

Keempat tahapan operasional tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai
prosedur berdiri sendiri, melainkan disatukan ke dalam siklus manajemenrisiko yanglebih
besar, mencakup tahap identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengendalian risiko
sebagaimana lazim diterapkan pada koperasi jasa keuangan syariah.

Dengan cara demikian, hiwalah al-haq tidak diposisikan sebagai instrumen darurat
yang baru dipertimbangkan setelah pembiayaan benar-benar macet, melainkan sebagai
salah satu opsimitigasiyangtelah terintegrasi sejak tahap pengukuran risiko awal, sehingga
koperasi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan kapan dan kepada nasabah
mana skema pengalihan piutang ini paling tepat ditawarkan.

Implikasi terhadap Maqashid Syariah dan Efektivitas Mitigasi Risiko

Penerapan model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq ini pada dasarnya
merupakan upaya merealisasikan maqashid syariah, khususnya dalam bentuk
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perlindungan harta (hifdz al-mal) bagi koperasi selaku pengelola dana anggota, sekaligus
perlindungan jiwa dan martabat (hifdz al-nafs) bagi nasabah UMKM yang tengah
menghadapi kesulitan.

Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari logika penagihan konvensional yang
cenderung memandang nasabah gagal bayar semata sebagai risiko yang harus
diminimalkan kerugiannya, sebab hiwalah al-haq justru membuka ruang musyawarah dan
restrukturisasi sebagai bagian dari proses pengalihan itu sendiri (Purnomo & Maulida,
2023). Dimensi maqashid syariah yang terkandung dalam model ini sesungguhnya tidak
berhenti pada perlindungan harta dan jiwa semata, melainkan juga menyentuh nilai
keadilan dan kasih sayang yang menjadi ruh dari seluruh transaksi muamalah.

Kajian terhadap praktik mitigasi risiko pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Artha
Bahana misalnya, menunjukkan bahwa petugas lapangan yang memaknai pengelolaan
risiko sebagai amanah cenderung menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian yang
berimbang antara kepatuhan prosedural dan pendekatan kekeluargaan, sehingga
fleksibilitas antara aturan formal dan pendekatan personal justru menjadi kunci
keberhasilan.

Nilai semacam ini relevan diadopsi dalam model hiwalah al-haq, mengingat proses
pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sensitivitas terhadap kondisiriil nasabah berisiko
mereduksi akad ini menjadi sekadar formalitas syariah tanpa substansi etisnya (Khayat et
al., 2025). Dari sisi penguatan struktural, model hiwalah al-haq juga dapat diperkuat melalui
integrasi dengan instrumen keuangan sosial [slam lainnya, seperti wakafuang, yang dapat
berfungsi sebagai cadangan likuiditas tambahan bagi koperasi ketika harus menanggung
kewajiban pelunasan atas piutang yang dialihkan.

Pengalaman pengelolaan wakaf uang pada koperasi berbasis syariah menunjukkan
bahwa strategi investasi ganda, baik secara langsung melalui pembiayaan anggota maupun
secara tidak langsung melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lain, mampu
memitigasi risiko sekaligus menjaga keberlanjutan finansial lembaga (Khotib et al.,, 2025).
Sinergi antara instrumen komersial seperti hiwalah al-haq dan instrumen sosial seperti
wakafuang berpotensi menciptakan bantalan risiko berlapis yang memperkuat ketahanan
koperasi syariah secara keseluruhan.

Dari sisi efektivitas mitigasi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan
preventif dan pendampingan yang terintegrasi dengan tata kelola risiko mampu menekan
rasio pembiayaan bermasalah secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus
penurunan Non-Performing Loan dari 30 persen menjadi 4,6 persen ketika lembaga
pembiayaan syariah mengintegrasikan asesmen risiko sejak tahap awal.

Kajian sistematis terhadap praktik keuangan syariah pada UMKM di Indonesia turut
menegaskan bahwa keberadaan instrumen keuangan syariah yang dirancang secara tepat
memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro,
sebuah temuan yang memberilandasan empiris bagi argumen bahwa model hiwalah al-haq
berpotensi memberi dampak serupa apabila diimplementasikan secara konsisten pada
koperasi syariah (Andrean etal., 2024) .

Bukti pendukung lain datang dari kajian mengenai skema tanggung renteng pada
program keuangan sosial Islam di Aceh dan Sumatera Utara, yang menemukan bahwa
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mekanisme tanggung jawab bersama antar pelaku usaha mikro secara konsisten
mendukung kinerja usaha di kedua wilayah tersebut, terlepas dari perbedaan konteks
sosial-budaya (Vianti, 2023).

Temuan ini memberi indikasi bahwa instrumen keuangan syariah yang dirancang
dengan struktur risiko yang jelas dan dibagi secara proporsional antar pihak, sebagaimana
halnya model hiwalah al-haq yang memisahkantanggungjawab pelunasan dari kompensasi
jasa penagihan, cenderung menghasilkan dampak positif yang lebih terukur dibandingkan
instrumen yang tidak memiliki struktur pembagian risiko yang eksplisit.

Tantangan dan Prospek Implementasi

Sekalipun menjanjikan, penerapan hiwalah al-haq sebagai instrumen pengalihan
piutang UMKM pada koperasi syariah tidak lepas dari sejumlah tantangan regulatif. Kajian
terbaru menunjukkan bahwa konvergensi pengaturan antara hiwalah dan Islamic factoring
dalam regulasi dan praktik perbankan syariah Indonesia justru menimbulkan ambiguitas
konseptual serta potensi moral hazard, terutama dalam hal alokasi risiko dan struktur
remunerasi (Hizbullah & Haidir, 2025).

Ambiguitas semacam ini turut tercermin dari perdebatan mengenai akad yang tepat
digunakan dalam pembiayaan factoring, di mana Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-
MUI/I11/2008 justru menetapkan wakalah bil ujrah, bukan hiwalah bil ujrah, dengan alasan
bahwa aktivitas factoring tidak sekadar memindahkan piutang melainkan juga mencakup
pengelolaan dan penagihan kredit yang oleh sebagian ulama dipandang tidak sepenuhnya
sah jika disandarkan pada akad hiwalah semata.

Perdebatan fikih semacam ini menuntut koperasi syariah yang hendak mengadopsi
model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq untuk merancang akad secara cermat,
memastikan bahwa struktur hibrida yang digunakan, baik berupa kombinasi hiwalah
dengan wakalah bil ujrah maupun ijarah, benar-benar terpisah secara konseptual dari
praktik factoring konvensional yang sarat unsur bunga dan spekulasi (Sa’adah & Pudail,
2025).

Hizbullah et al. (2025) bahkan mengusulkan agar Islamic factoring
dikonseptualisasikan ulang sebagai instrumen komersial syariah yang berdiri sendiri,
bukan sekadar perluasan dari hiwalah, sebagaijalan keluar untuk memperkuat koherensi
hukum dan tata kelola syariah. Usulan semacam ini relevan untuk dipertimbangkan pula
dalam merancang model pengalihan piutang UMKM, agar koperasi tidak terjebak dalam
zona abu-abu regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa kepatuhan syariah di
kemudian hari.

Selain tantangan regulasi, kapasitas kelembagaan turut menjadi faktor penentu
keberhasilan implementasi (Susiati et al,, 2025). Penyedia jasa keuangan mikro syariah
pada umumnya rentan terhadap berbagaijenis risiko sekaligus, mulai dari risiko kepatuhan
syariah, risiko operasional, hingga risiko reputasi, terutama bagi lembaga yang telah
memiliki nama besar di pasar.

Tinjauan literatur yang lebih luas terhadap manajemen risiko pada produk
pembiayaan berbasis bagi hasil turut menegaskan bahwa isu tata kelola, pengawasan, dan
keselarasan kebijakan menjadi persoalan yang berulang muncul dalam praktik keuangan
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syariah di berbagai negara, sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem
pengawasan internal menjadi prasyarat mutlak sebelum instrumen sekompleks hiwalah al-
haq dapat diterapkan secara luas.

Tantangan literasi turut menjadi faktor penentu, mengingat rendahnya pemahaman
pelaku UMKM terhadap instrumen keuangan syariah kerap menjadi kendala tersendiri
dalam optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah (Firdaus et al., 2025). Nasabah
yang tidak memahami perbedaan mendasar antara pengalihan piutang berbasis hiwalah
dan praktik penjualan utang kepada pihak ketiga yang lazim ditemui pada lembaga
pembiayaan konvensional berisiko menaruh kecurigaan terhadap skema ini, sekalipun
secara substansi skema ini dirancang untuk melindungi kepentingan mereka.

Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan yang memadai perlu menyertai
peluncuran model ini, bukan sekadar sebagai pelengkap administratif melainkan sebagai
bagian inti dari strategi implementasinya (Awais et al., 2021). Kendati demikian, sejumlah
faktor turut membuka prospek positif bagi pengembangan model ini ke depan. Analisis
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap lembaga keuangan mikro syariah di
Indonesia mengidentifikasi digitalisasi serta dukungan regulasi yang semakin pro terhadap
keuangan syariah sebagai peluang utama yang dapat dimanfaatkan.

Dengan penguatan fatwa yang lebih rinci mengenai batas antara hiwalah al-haq dan
Islamic factoring, disertai pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses
identifikasi dan pemantauan piutang yang dialihkan, serta edukasi yang memadai bagi
pelaku UMKM, model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq memiliki prospek untuk
berkembang menjadi salah satu instrumen andalan koperasi syariah dalam menghadapi
persoalan gagal bayar tanpa mengorbankan prinsip syariah maupun martabat nasabah.

CONCLUSION

Hiwalah al-haq, sebagai akad klasik dalam fikih muamalah yang mengatur pengalihan
hak tagih piutang, memiliki potensi besar untuk diadaptasi menjadi instrumen mitigasi
gagal bayar UMKM pada koperasi syariah, terutama ketika dikombinasikan dengan akad
wakalah bil ujrah dalam struktur hibrida yang menempatkan koperasi sebagai penerima
pengalihan sekaligus pelaksana penagihan yang profesional dan berimbang. Model ini
menawarkan alternatif yang secara etis lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan
penagihan konvensional, karena imbalan yang diperoleh koperasi bersifat tetap dan tidak
mendorong praktik penagihanyang eksploitatif, sekaligus merealisasikanmaqashid syariah
dalam bentuk perlindungan harta dan martabat kedua belah pihak yang terlibat. Meski
demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas regulasi yang
memisahkan batas antara hiwalah dan Islamic factoring, sehingga diperlukan kejelasan
fatwalebih lanjut serta penguatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM agar
model pengalihan piutang ini dapat diimplementasikan secara luas dan efektif.

Meskipun kajian ini berhasil mengonstruksi kerangka konseptual yang komprehensif,
keterbatasan utamanya bersumber dari penggunaan pendekatan studi kepustakaan murni
yang belum diiringi validasi empiris maupun uji kuantitatif secara langsung pada
operasional koperasi syariah di lapangan. Selain itu, rancangan model ini masih dibayangi
oleh tantangan ambiguitas regulasi yang sering kali menyamarkan batas yurisprudensi
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antara hiwalah dan Islamicfactoring, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan
pelaku UMKM. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan
investigasi empiris terapan untuk menguji efektivitas tata kelola dan operasional model
hiwalah al-haq ini dalam ekosistem koperasi syariah yang sesungguhnya. Lebih lanjut, para
pemangkukebijakanatauregulator sangat dianjurkan untuk menerbitkan fatwateknis yang
lebih spesifik guna menghilangkan zona abu-abu regulasi, sementara lembaga koperasi
perlu mengintensifkan program edukasi nasabah secara berkesinambungan yang
diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi digital serta instrumen keuangan sosial
(seperti wakaf uang) guna menciptakan sistem mitigasi risiko yang lebih andal.
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